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penghapusan segala ketentuan yang membatasi kompetensi
peratun antara lain pembatasan di dalam Pasal 2, Pasal
48, Pasal 49, Pasal 55, Pasal 72 (putusan verstek), Pasal 120
(prosedur dan besaran ganti rugi) dan rehabilitasi, Pasal 116
(prosedur eksekusi/ pelaksanaan putusan), dan sebagainya ;

Perlu segera adanya undang-undang tentang hukum materiil
yang saat ini sedang disusun rancangannya (RUU Administrasi
Pemerintahan/RUU-AP) serta sinkronisasi materi antara Undang-
undang Peratun dengan RUU-AP. Untuk itu pembahasan
materi RUU-AP seyogyanya dilakukan bersamaan dalam
satu paket dengan materi revisi Undang-undang Peratun,
hal ini untuk menghindari perbedaan (disparitas) norma-
norma dan istilah hukum di dalam kedua undang-undang
tersebut, sehingga tidak terjadi kerancuan penafsiran serta
permasalahan dalam praktik penerapannya di kemudian
hari.
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